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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar  huruf  bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam  huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan 
 
Huruf 
Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
 
dilambangkan 
Tidakdilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa ṡ es (dengan titik 
diatas) 
ج Jim J Je 
ح Ha ḥ ha (dengan titk di 
bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż zet (dengan titik di 
atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Sad ṣ es (dengan titik di 
bawah) 
ض Dad ḍ de (dengan titik di 
bawah) 
x 
 
ط Ta ṭ te (dengan titik di 
bawah) 
ظ Za ẓ zet (dengan titk di 
bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam L El 
م Mim m Em 
ن Nun n En 
و Wau w We 
ه Ha h Ha 
ء Hamzah , Apostof 
ي Ya y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun.Jikaiaterletakditengahataudiakhir,makaditulisdengantanda(̕). 
xi 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama HurufLatin Nama 
 َا fatḥah A A 
 ِا Kasrah I I 
ا ḍammah U U 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
 َ◌ى 
 
 
fatḥah dan yā’ 
 
 
Ai 
 
 
a dan i 
 
Q َ◌ ْ◌z 
 
 
fatḥah dan wau 
 
 
Au 
 
 
a dan u 
  
xii 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
Harkat dan Huruf Nama 
 
Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ى َ◌... |  َا... 
fatḥah dan alif 
 
atau yā’ 
 
Ā 
 
a dan garis di 
atas 
ى kasrah dan yā’ I i dan garis di 
atas 
 
9z 
ḍammah dan 
 
wau 
 
Ū 
 
u dan garis di 
atas 
 
 
4. Tā’Marbūṭah 
Transliterasiuntuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah[h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan(h).  
xiii 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arabdilambangkan dengan  
sebuah  tanda  tasydid  (◌),  dalam  transliterasinya  ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(. ِ◌z),maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi(i). 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufلا(alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandangditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiahmaupun huruf 
qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsungyang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (̕)hanyaberlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam BahasaIndonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-
xiv 
 
Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi 
bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi 
secarautuh. 
9. Lafẓ al-Jalālah(ﷲ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah. Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ 
al-Jalālah ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 
Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari 
(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). Contoh:  
xv 
 
Al-Munqiż min al-Ḍalāl 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
Contoh: 
Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd 
Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn) 
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr 
Ḥāmid Abū) 
WamāMuḥammadunillārasūl 
 
Inna awwalabaitinwuḍi‘alinnāsilallażī bi 
Bakkatamubārakan SyahruRamaḍān al-
lażīunzilafīh al-Qur’ān 
Naṣīr al-
Dīn al-
Ṭūsī 
AbūNaṣr 
al-Farābī 
l-Gazālī 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xvi 
 
B. Daftar Singkatan 
 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah: 
 
 
swt. = subḥānahūwata‘ālā 
saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wasallam 
a.s. = ‘alaihi al-salām 
H = Hijrah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
l. = Lahir tahun (untuk orang 
yang masih hidup saja) 
w. = Wafat tahun 
QS 
…/…: 4 
= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS 
Āli „Imrān//3: 4 
H = Hadis riwayat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xvii 
 
ABSTRAK 
Nama : Muhammad Gazali 
Nim : 10200115124 
JudulSkripsi : Fenomena Kasus Gratifikasi Oleh Bupati Barru (Studi Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 603K/PID.SUS/2017) 
 
Pokok masalah skripsi ini adalah bagaimana pandangan masyarakat Barru 
terhadap kasus gratifikasi yang dilakukan oleh bupati Barru (Studi putusan 
Mahkamah Agung Nomor 603K/PID.SUS/2017), dan sub masalahnya yakni : 1). 
Bagaimana pandangan masyarakat Barru terhadap kasus gratifikasi yang 
dilakukan oleh bupati Barru atas putusan Mahkamah Agung Nomor 
603K/PID.SUS/2017) 2). Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kasus 
gratifikasi. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif 
lapangan (field research), tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana pandangan masyarakat Barru terhadap gratifikasi yang dilakukan oleh 
bupati Barru, pendekatan yang digunakan yakni pendekatan yuridis normatif. 
Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa putusan 
Mahmakah Agung Nomor 603K/PID.SUS/2017 dan hasil wawancara. Sumber 
data sekunder berupa buku, jurnal, dan data internet yang berkaitan dengan 
penelitian. Data dikumpul melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi 
pustaka. Instrumen yang digunakan yaitu peneliti sendiri, pedoman wawancara, 
alat tulis, kamera, dan alat perekam. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat Barru 
mengetahui bahwa bupati Barru diberhentikan dari jabatannya karena terseret 
kasus tindak pidana gratifikasi dan pencucian uang, namun tidak sedikit juga 
masyarakat Barru yang tidak mengetahui apa penyebab sehingga bupati Barru 
divonis 4,6 tahun penjara. Dalam Islam tidak dikenal gratifikasi, namun Islam 
mengenal istilah risywah, yaitu suap atau sogok.Ulama berbeda pendapat dalam 
hal ini, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan, alasan yang 
menghalalkan apabila untuk memperjuangkan hak kita, sedangkan yang 
mengharamkan yaitu apabila  membenarkan yang salah dan menyalahkan yang 
benar atau untuk mengubah sebuah putusan di pengadilan. 
Bahwa seharusnya ada standar minimum dalam pelaporan gratifikasi, 
karena akan sangat merepotkan apabila kita harus melaporkan hal-hal yang 
bersifat pemberian demi harmonisasi budaya dan adat bermasyarakat. Setiap 
instansi pemerintahan seharusnya memiliki prosedur dalam mencegah gratifikasi, 
yang tegas dan konsisten agar setiap individu yang ada dalam instansi tersebut 
merasa bertanggung jawab dalam pencegahan maupun pemberantasan korupsi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Persoalan pemberian hadiah sebagai tindakan atau perilaku seseorang  
yang membagikan suatu benda atau uang terhadap orang lain boleh-boleh saja. 
Akan tetapi ketika dalam pemberian tersebut mempunyai maksud dan tujuan 
tertentu agar dapat mempengaruhi kebijakan atau keputusan pejabat yang 
berwenang untuk kepentingan dirinya atau keluarganya hal tersebut yang 
termasuk sebagai perilaku yang menyimpang atau dikenal dengan sebutan 
gratifikasi. 
Gratifikasi menjadi masalah besar bagi bangsa Indonesia akhir-akhir 
ini.Perkembangan peradaban dunia semakin hari seakan-akan berlari menuju 
modernisasi, perkembangan yang selalu membawa perubahan dalam setiap sendi 
kehidupan tampak lebih nyata. Seiring dengan itu pula bentuk-bentuk kejahatan 
juga senantiasa mengikuti perkembangan jaman dan bertransformasi dalam 
bentuk-bentuk yang semakin canggih dan beranekaragam. 
Fenomena yang semakin hari semakin meningkatnya kebutuhan  hidup 
manusia mengakibatkan banyak yang menghalalkan segala macam cara untuk 
mewujudkannya. Hal itu dapat kita ketahui dengan banyaknya kasus pungutan liar 
yang sering kita lihat disekitaran lingkungan masyarakat dan dipemberitaan media 
setiap harinya. Di lain sisi, mereka yang ingin urusannya dipermudah, dan yang 
mengiginkan urusannya menjadi lebih lancar dan lebih cepat dan bisa diselesaikan 
dengan sesuai keinginan, tidak segan-segan untuk mengeluarkan sejumlah biaya 
 
2 
 
 
untuk membayar pihak yang berwenang untuk menyelesaikan urusannya diluar 
prosedur yang telah ada. 
 Sifat-sifat atau bentuk perilaku kotor yang sering terjadi didalam 
masyarakat ini semakin hari semakin menimbulkan dampak yang kian memburuk. 
Sebagai contoh dampak yang ditimbulkan oleh bentuk perilaku yang melenceng 
ini yaitu melemahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga yang 
melayani urusan umum, baik yang bersifat pemerintah maupun swasta. 
Dari sekian banyaknya bentuk atau perilaku pengelola urusan masyarakat 
yang menyimpang dan sudah menjadi rahasia umum yaitu sikap menerima tips 
atau uang tambahan, barang atau apapun sebutannya dengan maksud  dan tujuan 
agar urusannya dipermudah di luar prosedur yang telah ada. Perilaku semacam ini 
dikenal didalam masyarakat dengan sebutan suap atau sogok, yang didalam islam 
dikenal dengan istilah risywah. 
 Bentuk perilaku kotor ini adalah salah satu bagian dari bentuk korupsi 
yang sering terjadi diIndonesia, baik dalam tingkat eksekutif maupun dalam 
tingkat paling bawah yaitu tingkat RT. 
Secara normatif perbuatan gratifikasi ini termasuk dalam delik pidana yang 
tidak hanya memiliki sifat melawan hukum formil, namun juga melawan hukum 
materil.Hal ini ditimbulkan atas dampak dari perbuatan gratifikasi yang telah 
memasuki ranah moral dan etika pejabat, sehingga memerlukan pembenahan 
sistem.Secara umum akibat dari perbuatan ini disadari atau tidak, dapat membentuk 
masyarakat yang tidak harmonis dan kesenjangan sosial.Bahkan secara politis dapat 
menciptakan disintegrasi bangsa karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap 
pemerintah.Realitas saat ini menunjukkan bahwa materialisme telah tumbuh dan 
merasuk dalam struktur sosial masyarakat. 
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Nilai-nilai agama yang mengajarkan moralitas bagi manusia hampir punah 
dan diabadikan begitu saja oleh sebagian dari mereka. Ini membuktikan bahwa 
gratifikasi dalam tindak pidana korupsi merupakan suatu penyakit sosial yang dapat 
merusak tidak hanya per individu manusia namun seluruh lapisan yang menopang 
kehidupan manusia, sehingga dalam hal ini keberadaan gratifikasi ini harus benar-
benar dimaknai secara jelas yaitu kriteria gratifikasi apa saja yang dapat digolongkan 
sebagai tindak pidana korupsi.1 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai uang 
hadiah kepada pengawai di luar gaji yang telah ditentukan. Gratifikasi yang 
disebutkan dalam Pasal 12B dan 12C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti luas, bukan hanya berbentuk 
uang, melainkan meliputi pemberian barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman 
tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan 
Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya.2 
Pengaturan Gratifikasi dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 
    Pasal 12 
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 
1.000.000,00 (satu miliar rupiah): 
Andi Hamzah memberikan pendapatnya mengenai unsur dari tindak 
pidana korupsi, menurut beliau unsur tindak pidana korupsi yaitu : melawan 
                                                 
1Nur Mauliddar,”Jurnal Ilmu Hukum,”Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi 
Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi, vol. 19, no. 1 (April 2017),  h.161-162. 
2M. Nurul Irfan, Gratifikasi dan Kriminal Seksual dalam Hukum Pidana Islam (Jakarta: 
Amzah, 2014), h. 9. 
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hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan secara langsung 
atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, atau 
diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan 
keuangan negara atau perekonomian negara.3 
    Pasal 12 
1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 
dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan 
yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan 
sebagai berikut : 
a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, 
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap 
dilakukan oleh penerima gratifikasi; 
b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh 
penuntut umum. 
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar 
rupiah). 
Pelarangan atas segala bentuk pemberian gratifikasi kepada seseorang 
terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara 
bukanlah sesuatu yang baru. Gratifikasi menjadi perhatian khusus, 
karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan  
                                                 
3Firman Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 64. 
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dan perlu disosialisasikan yang lebih optimal. Undang-Undang  No. 20 
Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas, yakni 
meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman 
tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 
pengobatan cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. 
 Gratifikasi dilarang dalam hukum bernegara, demikian juga pandangan 
hukum Islam dalam bersikap. Rasulullah SAW sangat tegas melarang sahabat-
sahabatnya untuk menerima gratifikasi. Riwayat dari Abu Humaid as-Sa’idi 
dikisahkan, salah seorang dari suku Al-Azdi bernama Ibnu Lutbiah ditugaskan 
memungut zakat. Setelah ia pulang, ia melaporkan dan menyerahkan zakat hasil 
pungutannya kepada Baitul Mal. “Ini pembayaran zakat mereka, lalu yang ini 
adalah untuk saya karena ini pemberian dari wajib zakat kepada saya pribadi.” 
Ujar si Ibnu Lutbiah. Rasulullah SAW pun marah dan memerintahkan Ibnu 
Lutbiah untuk mengembalikan gratifikasi yang diterimanya.   
Pemerintahan yaitu kekuasaan dalam memerintah disuatu negara (daerah 
negara), pemerintah juga dapat disebut sebagai perbuatan, cara, hal, urusan, dan 
sebagainya dalam memerintah.4 
Suatu pemerintahan dapat berjalan dengan benar dan baik 
ketikapengelolaannya itu benar dan baik, tata kelola dalam  pemerintahan yang 
baik disebut dengan sebutan Good Governance.5 
United Nation Devlopment Program (UNDP) mengartikan 
governancemerupakan pelaksanaan, ekonomi, administrasi dan politik dalam 
                                                 
4W.J.S.poewadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Tiga, Pusat Bahasa 
Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Balai Pustaka,2007), h. 876. 
5Desi Anwar, kamus lengkap 1 Milliard Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris (Surabaya: 
Amelia, 2003), h. 161. 
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mengelola permasalahan bangsa. Tindakan kebijakan dan kewenangan tersebut 
dapat dikatakan baik apabila dilakukan dengan responsif, efektif, dan efisien, 
kepadarakyat, dalam suasana demokratis, akuntabel serta transparan.6 
Pemerintahan dalam arti luas yakni sesuatu yang dikelola oleh negara 
untuk kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, oleh karena itu 
tidak hanya diartikan dengan pemerintahan yang hanya menjalankan tugas 
eksekutif saja, akan tetapi juga meliputi tugas-tugas yang lainnya termasuk 
yudikatif dan legislatif, sehingga sistem pemerintahan merupakan pembagian 
kekuasaan sertahubungan antara lembaga-lembaga negara yang menggerakan  
kekuasaan  negara itu, dalam rangka kepentingan rakyat.7 
Sistem pemerintahan di suatu wilayahnegara sangatlah berpengaruh pada 
subsistem pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Dan Sebaliknya juga, sistem 
pemerintahan di suatu daerah akan berpengaruh pada subsistem pemerintahan 
yang ada di tingkat kecamatan, begitu pula dengan yang ada di kelurahan, ataupun 
yang ada di desa.8 
Pengertian pemerintahan dapat dilihat dari tiga aspek, yakni dari segi 
kegiatan (dinamika), struktural fungsional, dan dari segi tugas dan kewenangan 
(fungsi). Apabila ditinjau dari segi dinamika, pemerintahan dapat diartikan semua  
usaha dan kegiatan yang sudah terencana dengan baik, berpusat pada kedaulatan 
dan berlandaskan dengan pancasila, mengenai wilayah negara dan rakyat,  itu 
demi terciptanya cita-cita negara. Dilihat dari segi struktural fungsional, 
pemerintahan dapat dimaknai seperangkat fungsi negara yang satu sama lain 
                                                 
6Sirajuddin, Sukriano Didik, dan Winardi, Hukum Pelayanan Publik berbasis Partisipasi 
dan Keterbukaan Informasi (Jakarta: Setara Press, 2012), h. 39. 
7Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Pusat 
Studi Hukum Tata Negara,1983), h. 171. 
8Inu Kencana syafiie, Ilmu Pemerintahan,Cet.1 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h. 7-8. 
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saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar-
dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. Lalu ditinjau dari aspek tugas dan 
kewenangan negara, pemerintahan berarti semua tugas dan kewenangan negara. 
Dari ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan pemerintahan merupakan segala 
sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan kewenangan dan tugas negara atau 
fungsi negara.9 
Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa Sistem Pemerintahan adalah 
hubungan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan negara. 
Dalam ilmu negara umum (algemeine staatslehre) yang dimaksud dengan sistem 
pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki 
maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang 
mewakili rakyat. Mahfud MD menambahkan bahwa sistem pemerintahan 
dipahami sebagai sebuah sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga 
negara.10 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Adapun Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian yaitu sebagai berikut: 
1. Fokus Penelitian  
 Fokus dalam penelitian ini yaitu gratifikasi, sistem pemerintahan, dan 
ketatanegaraan Islam. 
2. Deskripsi Fokus 
 Adapun Deskripsi Fokus pada penelitian ini: 
                                                 
9Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: PT Grasindo, 2010), h. 214. 
10Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi Parlementer 
Dalam Sistem Presidensial Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 23. 
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a. Fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat 
diterangkan serta dinilai secara ilmiah.11 
b. Gratifikasi Dalam kamus besar bahasa indonesia, diartikan sebagai uang 
hadiah kepada pengawai di luar gaji yang telah ditentukan. Gratifikasi yang 
disebutkan dalam Pasal 12B dan 12C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 
tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti luas, 
bukan hanya berbentuk uang, melainkan meliputi pemberian barang, rabat 
(diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, 
perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya.12 
c. Sistem Pemerintahan adalah suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi 
legislatif, eksekutif dan yudikatif yang saling berhubungan, bekerja sama dan 
mempengaruhi satu sama lain.13 
d. Siyasah Syar’iyyah adalah pengurusan hal-hal yang bersifat Umum bagi 
negara Islam dengan cara yang menjamin perwujudan kemaslahatan dan 
penolakan kemudaratan dengan tidak melampaui batas-batas syariah dan 
pokok-pokok syariah yang kulliy, meskipun tidak sesuai dengan pendapat 
ulama-ulama mujtahid.14 
 
 
 
                                                 
11Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi 
Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 390. 
12M. Nurul Irfan, Gratifikasi dan Kriminal Seksual dalam Hukum Pidana Islam (Jakarta: 
Amzah, 2014), h. 9. 
13Cora Elly Noviati,”Jurnal Konstitusi,”Demokrasi dan Sistem pemerintahan, vol. 10  no. 
2 (Juni 2013), h. 337. 
14H.A. Djazuli, Fiqh Siyasah  (Jakarta: Kencana, 2017), h. 28. 
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C. Rumusan masalah 
1. Bagaimana Pandangan Masyarakat Barru Terhadap Kasus Gratifikasi yang  
dilakukan Oleh Bupati Barru atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 
603K/PID.SUS/2017.? 
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Kasus Gratifikasi.? 
D. Kajian Pustaka 
Untuk menyelesaikan penelitian ini menggunakan berbagai literatur yang 
diantaranya yaitu: 
1. Ilmu Pemerintahan, Inu Kencana syafiie, buku ini menjelaskan tentang  
bagaimana suatu sistem pemerintahan mempengaruhi subsistem pemerintahan 
yang ada di daerah-daerah, dan sebaliknya sistem pemerintahan di suatu daerah 
akan berpengaruh pada subsistem pemerintahan di tingkat kecamatan, kelurahan, 
ataupun desa, akan tetapi buku ini tidak menjelaskan secara signifikan subsistem 
pemerintahan mana yang dipengaruhi. 
2. Memahami Ilmu Politik, Ramlan Surbakti,buku ini menjelaskan tentang 
bagaimana kewenangan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah yang telah 
ditetapkan pada dasar-dasar negara dan bagaimana seharusnya sistem 
pemerintahan yang seharusnya, akan tetapi buku ini tidak menjelaskan aturan-
aturan apa saja yang mesti dipatuhi. 
3. Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, M.Nurul Irfan, buku ini menjelaskan 
tentang risywah atau suap yang dimana kasus suap dalam pandangan dianggap 
sebagai, kemudaratan, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pemberi suap. Akan 
tetapi buku ini tidak menjelaskan pelanggaran hukum terhadap kasus suap yang 
berdasarkan pada UU No. 31 Tahun 1999. 
4. Ilmu Negara, Iwan Satrian dan Siti Khoiriah, buku ini menjelaskan tentang 
teori-teori bernegara baik unsur-unsur terbentuknya suatu negara, pemikiran 
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kenegaraan, teori kedaulatan negara, hakikat negara, teori legitimasi negara, 
negara dan bangsa, tujuan dan fungsi negara, bentuk-bentuk negara, pemerintahan 
dan sistem pemerintahan, alat perlengkapan negara, hubungan negara dengan 
hukum hingga hubungan negara dengan negara agama. Akan tetapi buku ini tidak 
menjelaskan tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan disuatu negara. 
5. Hukum Pidana Khusus, Rodliyah, dan Salim,buku ini menjelaskan tentang 
pidana yang tersebar diluar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Akan 
tetapi buku ini tidak menjelaskan secara detail bagaimana mengantisipasi 
terjadinya hukum pidana terhadap korupsi. 
6. Sistem Peradilan Khilafah Umar Bin Abdul Azizdan Penerapannya di 
Indonesia, Lomba Sultan, buku ini membahas tentang masa pemerintahan Umar 
bin Abdul Aziz yang betul-betul sukses menciptakan keamanan, ketentraman, dan 
keadilan dalam bingkai Islam. Hak dan kewajiban masyarakat senantiasa ia 
perhatikan tanpa tebang pilih antara satu dengan yang lainnya. Namun buku ini 
tidak menerangkan sanksi atau hukuman bagi yang tidak mentaati pemerintah. 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan Penelitian sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Barru terhadap 
gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati Barru atas Putusan Mahkamah 
Agung Nomor 603K/PID.SUS/2017. 
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap kasus 
gratifikasi. 
Manfaat penelitian sebagai berikut: 
1. Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan pengetahuan serta 
wawasan mengenai fenomena gratifikasi dalam sistem pemerintahan di 
Indonesia. 
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2. Dalam hal ini penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat dan 
menambah pengetahuan bagi para praktisi hukum, aparatur negara, dan 
peneliti selanjutnya. 
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BAB II 
TINJUAUAN TEORETIS 
A. Pengertian  dan Ruang Lingkup Gratifikasi 
1. Pengertian gratifikasi 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, gratifikasi diartikan sebagai uang 
hadiah kepada pengawai di luar gaji yang telah ditentukan. Gratifikasi yang 
disebutkan dalam Pasal 12B dan 12C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi adalah pemberian dalam arti luas, bukan hanya berbentuk 
uang, melainkan meliputi pemberian barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman 
tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan 
Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. 
Gratifikasi tersebut berupa servis terhadap pegawai negeri atau 
penyelenggara negara sehingga bukan mengenai pemberian, tetapi mengenai 
penerimaan gratifikasi, baik yang diterima didalam maupun diluar negeri, dan 
yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana 
elektronik. 
Dengan demikian, gratifikasi sama dengan suap yang dalam bahasa Arab 
disebut dengan risywah. Secara etimologis, kata rasywah berasal dari kata kerja 
rasya-yarsyu dengan bentuk masdar, yaitu risywah, rasywah, atas rusywah yang 
berarti al-ja’lu (upah, hadiah, komisi, atau suap). Ibnu manzhur juga 
mengemukakan penjelasan Abu Al-Abbas bahwa kata risywah dibentuk dari 
kalimat dari kalimat rasya al-farkh yang artinya anak burung merengek-rengek 
ketika menggat kepala kepada induknya untuk disuapi.1 Adapun secara 
                                                 
1M. Nurul Irfan, Gratifikasi dan Kriminal Seksual dalam Hukum Pidana Islam (Jakarta: 
Amzah, 2014), h. 9-10. 
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terminologis, risywah adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan 
kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang 
batil/salah atau menyalahkan yang benar. Dalam sebuah kasus, risywah 
melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (al-rasyi), pihak penerima 
pemberian tersebut (al-murtasyi) dan barang bentuk dan jenis pemberian yang 
diserah terimakan. Akan tetapi, dalam kasus risywah tertentu boleh jadi bukan 
hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang sebagai objek 
risywahnya-nya, melainkan juga melibatkan pihak keempat sebagai broker atau 
perentara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak 
kelima, misalnya, pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesepakatan para 
pihak dimaksud. 
Allah berfirman dalam QS al-Baqarah/2 : 188. 
َﺄﺗ َﻻَو ◌ۡﻮُﻠُﻛ ٓ◌َمأ ْا ◌ۡ َﰊ ﻢُﻜَﻟ َٰو ◌ۡلِﭑﺑ ﻢُﻜَﻧ ◌ُۡﺪﺗَو ِﻞِﻄَٰﺑ ◌َۡﺎِ ْاﻮُﻟ ٓ◌ لٱ َﱃِإ ◌ۡﺄَِﺘﻟ ِمﺎﻜُﺣ ◌ۡ ْاﻮُﻠُﻛ
 َﻓﻘِﻳﺮﻦﻣﺎ ◌َۡمأ ◌ۡلﭑِﺒِﺳﺎﻨﻟِﭑﻟ َٰو ◌ۡثِإ ◌ۡﻢُﺘَﻧأَﻮِﻣ ◌ۡﻊَﺗ ◌ۡ َنﻮُﻤَﻟ١٨٨ 
Terjemahnya:  
Dan janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan 
yang bathil dan (janganlah) kamu membawah (urusan) harta itu kepada 
hakim’ supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang 
lain itu dengan (jalan berbuat) dosa.2 
Selain itu larangan memakan harta dengan cara yang batil juga terdapat 
dalam QS an-Nisa/4: 10 dan 29. 
َﺄﻳ َﻦﻳِﺬﻟﭑﻧِإ ◌َۡمأ َنﻮُﻠُﻛ ◌ۡلٱ َل َٰو ◌ۡﻞُﻇ ٰﻰَﻤَٰﺘَـﻳ ◌َۡﺄﻳ َﺎ ﳕِإ ﺎًﻣ ◌ۡﻢِُِﻮُﻄﺑ ِﰲ َنﻮُﻠُﻛ ◌ۡ 
 رَﺎﻧا ◌ۖﺺَﻴَﺳَو ◌ۡﻮَﻟ ◌ۡﲑِﻌَﺴَﻧ ◌ٗا١٠ 
Terjemahnya: 
Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara 
zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka 
akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).3 
 
                                                 
2Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Bandung: Jamanatul Ali Art, 
2015), h. 30. 
3Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 79. 
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 َٰي ٓ◌َﺄﺗ َﻻ ْاﻮُﻨَﻣاَء َﻦﻳِﺬﻟٱﺎَﻬـَﻳأ ◌ۡﻮُﻠُﻛ ٓ◌َمأ ْا ◌ۡ َﰊ ﻢُﻜَﻟ َٰو ◌ۡلِﭑﺑ ﻢُﻜَﻧ ◌ۡ ﻻِإ ِﻞِﻄَٰﺑ ٓ◌  ﻦَﻋ ًَةﺮ َِٰﲡ َنﻮُﻜَﺗ نَأ
ﺿَاﺮَـﺗﻢُﻜﻨﻤ ◌ۚ◌ۡﻖَﺗَﻻَو ◌ۡﻮُﻠُـﺗ ٓ◌ﻢُﻜَﺴُﻔَﻧْأا ◌ۚ◌ۡ نِإ ﻢُﻜِﺑ َنﺎَﻛ َﻪﻠﻟٱ ◌ۡ ﻢﻴِﺣَر ◌ٗا٢٩ 
Terjemahnya:  
 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang 
kepadamu, dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan 
aniaya. Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka, yang 
demikian itu adalah mudah bagi Allah.4 
 
Beberapa definisi risywah, definisi penulis buku Kasyf al-Qanna’an Matn 
al-aqna’, Mansur bin Yunus Idris al-Bahuti, menurut penulis cukup menarik 
sebab ia mengemukakan bahwa jika pihak pertama memberikan sesuatu kepada 
pihak kedua dalam rangka mencegah pihak pertama agar terhindar dari kezaliman 
pihak kedua dan agar pihak kedua mau melaksanakan kewajibannya maka 
pemberian semacam ini tidak dianggap sebagai risywah yang dilarang agama. 
Definisi ini dikemukakan sebuah pengandaian, yaitu seandainya pihak 
kedua melakukan kezaliman terhadap pihak pertama dan pihak kedua tidak 
melaksanakan kewajiban-kewajiban yang seharusnya ia lakukan terhadap pihak 
pertama, maka dalam masalah ini boleh diberikan sesuatu berupa suap atau sogok. 
Menurut penulis, pernyataan pengandaian seperti ini tidak wajar sehingga dalam 
kasus semacam ini tidak perlu diselesaikan dengan cara menyogok atau menyuap, 
tetapi justru sebaliknya diperingatkan,dikritik, dan diberikan saran terbaik. Senada 
dengan pengandaian yang dikemukakan oleh al-Bahuti di atas, Syamsul Haq al-
Azim mengatakan, “Sebaiknya pemberian-pemberian dalam kondisi seperti ini 
tidak dilakukan terhadap hakim-hakim dan para penguasa sebab upaya untuk 
membela pihak yang benar sudah merupakan kewajiban yang harus dilakukan, 
menolak kezaliman yang dilaksanakan pelaku terhadap objek (mazlum) juga 
                                                 
4Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, h. 84. 
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wajib dilakukan  oleh para hakim tersebut, sehingga tidak boleh mengambil atau 
menerima pemberian ini.5 
Hukum  perbuatan risywah disepakati oleh para ulama adalah haram, 
khususnya risywah yang terdapat didalamnya unsur membenarkan yang salah dan 
atau menyalahkan yang mestinya benar. Akan tetapi, para ulama menganggap 
halal sebuah bentuk suap yang dilakukan dalam rangka menuntut atau 
memperjuangkan hak yang mesti diterima oleh pihak pemberi suap atau dalam 
rangka menolak kezaliman, kemudaratan, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh 
pemberi suap. Penulis tetap menganggap bahwa dalam bentuk seperti ini suap 
tetap tidak baik dilakukan, apalagi dalam suasana bangsa Indonesia yang sedang 
berusaha keras memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang 
pengaruhnya sangat merusak seluruh tatanan kehidupan bangsa. Mirip dengan 
suap, sogok atau gratifikasi sebagai terjemahan dari risywah ini adalah hadiah. 
Oleh karena itu, hadiah merupakan salah satu jenis atau bentuk sogok, khususnya 
jika diberikan kepada pegawai, petugas, pejabat, dan hakim.6 
Klasifikasi dan Sanksi Hukum Pelaku Risywah 
2. Kategori Gratifikasi 
Penerimaan gratifikasi dapat dikategorikan menjadi dua kategori yakni 
Gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi yang tidak dianggap suap. 
a. Gratifikasi Yang Dianggap Suap 
Yaitu gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau 
Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang 
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
                                                 
5M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2014), h. 89-90. 
  6M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, h. 100. 
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 
Contoh Gratifikasi yang dianggap suap  yaitu pemberian yang 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
yang bertentangan dengan kode etik atau peraturan baik sisi pemberi 
maupun penerima, pemberian yang bermaksud untuk mempercepat 
proses pelayanan atau untuk menjamin proses pelayanan selesai tepat 
pada waktunya atau mempengaruhi keputusan. 
b.  Gratifikasi Yang Tidak Dianggap Suap 
Yaitu gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau 
Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan tidak 
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 
Kegiatan resmi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang 
sah dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya dikenal dengan 
kedinasan. Dalam menjalankan  kedinasannya pegawai negeri atau 
penyelenggara negara sering  dihadapkan pada peristiwa gratifikasi 
sehingga gratifikasi yang tidak dianggap suap dapat dibagi menjadi 2 
bagian yakni gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan 
dan gratifikasi yang tidak dianggap suap yang tidak terkait kedinasan. 
 
17 
 
 
Gratifikasi yang tidak dianggap suap yang terkait dengan kegiatan 
kedinasan meliputi penerimaan dari : 
a. Penerimaan dari pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan 
resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, 
pelatihan atau kegiatan lain sejenisnya. 
b. Penerimaan dari pihak lain berupa kompensasi yang diterima 
terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, 
akomodasi dan pembiayaan lain sebagaimana diatur pada 
standar biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang 
tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik 
kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di 
Instansi penerima. 
3. Penerima Gratifikasi Yang Wajib Melaporkan Gratifikasi 
Penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara 
negara wajib dilaporkan kepada komisi pemberantasan korupsi selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi tersebut 
diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 12C 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 bahwa penyampaian laporan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut 
diterima. Yang wajib melaporkan gratifikasi adalah : 
1. Penyelenggara Negara  
a. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan 
fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lainnya yang 
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku (pasal 1 angka (1) UU Nomor 28 Tahun 1999). 
Penjelasan Pasal 1 angka (2) UU No.28 Tahun 1999 diatas menguraikan 
jabatan-jabatan lain yang termasuk kualitas penyelenggara negara, yaitu 
meliputi : 
1. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara. Saat ini berdasarkan 
amandemen ke 4 Undang-Undang Dasar 1945 tidak dikenal lagi istilah 
Lembaga Tinggi Negara. Institusi yang dimaksud disini adalah Majelis 
Permusyawaratan Rakyat; 
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 
3. Menteri; 
4. Gubernur; 
5. Hakim; 
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku misalnya kepala Perwakilan RI di luar Negeri 
yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, 
Wakil Gubernurdan Bupati/Wali Kota; dan 
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan 
penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku antara lain : 
1) Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan 
Usaha Milik Daerah; 
2) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan 
Perbankan Nasional; 
3) Pimpinan Perguruan Tinggi; 
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4) Pejabat Eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan 
sipil, militer, dan KepolisianNegara Republik Indonesia; 
5) Jaksa; 
6) Penyidik; 
7) Panitera Pengadilan; dan  
8) Pimpinan dan bendaharawan proyek, dalam konteks kekinian, 
Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia pengadaan, Panitia Penerima 
barang termasuk kualifikasi Penyelenggara Negara 
2. Pegawai Negeri 
Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka (2) UU 31 Tahun 
1999 : 
a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
tentang kepegawaian. Saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara. 
b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-
Undang Hukum pidana. Bagian ini mengacu pada perluasan definisi 
pegawai negeri menurut pasal 92 kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana (KUHP). 
(1) Termasuk dalam pengertian pegawai negeri, yakni semua orang 
yang terpilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan 
peraturan umum, demikian juga semua orang karena lain hal 
selain karena suatu pemilihan, menjadi anggota badan 
pembentuk undang-undang, badan pemerintah atau badan 
perwakilan rakyat yang diadakan oleh atau atas nama 
pemerintah, selanjutnya juga semua anggota dari suatu dewan 
pengairan dan semua pimpinan orang-orang pribumi serta 
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pimpinan dari orang-orang Timur Asing yang dengan sah 
melaksanakan kekuasaan mereka. 
(2) Termasuk dalam pengertian pegawai negeri dan hakim, yakni 
para wasit; termasuk dalam pegertian hakim; yakni mereka yang 
melaksanakan kekuasaan hukum administratif, berikut para 
ketua dan para anggota dewan-dewan agama. 
(3) Semua orang yang termasuk Angkatan Bersenjata itu juga 
dianggap sebagai pegawai-pegawai negeri. 
c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau 
daerah; 
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima 
bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau  
e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang 
mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. 
Dalam penjelasan Umum Undang-Undang ini memperluas 
pengertian pegawai negeri, yang diantara lain adalah orang yang 
menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan 
modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat, masuk atau pajak 
yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa 
yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman 
yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, termasuk pemberian izin 
yang eksklusif. 
Adapun macam-macam gratifikasi sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad 
Fathi Bahnasi dan Jundi Abdul Malik mereka adalah pakar pidana berkebangsaan 
Mesir, terdiri atas empat macam, yaitu: 
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a. Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada orang lain 
atas dasar cinta dan kasih sayang. Gratifikasi ini hukumnya halal, baik bagi 
yang memberi maupun yang menerima. 
b. Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang karena dizalimi 
orang lain sehingga si pemberi merasa takut kepada si penerima atau hadiah 
diberikan kepada penguasa agar dapat memberikan jaminan keamanan bagi si 
pemberi. Fuqada umumnya berpendapat bahwa gratifikasi ini hukumnya 
halalbagi si pemberi, tetapi haram bagi penerima sebab si pemberi 
menjadikan sebagian hartanya untuk melindungi diri. Sementara itu, pihak 
penerima tetap diharamkan karena ia memaksa pihak pemberi untuk 
memberikan suap tersebut dan termasuk kedalam kandungan makna hadist 
secara umum. 
c. Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada orang lain 
agar urusan si pemberi dengan penguasa dapat berlangsung dengan baik. 
Gratifikasi jenis ini harus dilihat dari dua sisi. 
1) Urusan yang hukumnya haram. Karena urusan si pemberi hukumnya 
haram, maka gratifikasi yang dilakukan hukumnya haram pula, baik bagi 
si pemberi maupun si penerima. 
2) Urusan yang hukumnya mubah. Status hukum kasus seperti ini harus 
ditinjau dari dua sisi. 
a) Apabila bila pada saat pemberian hadiah disyaratkan bahwa pihak pemberi 
mendapatkan fasilitas dari pihak penguasa (hakim, pemerintah, atau petugas 
KUA), gratifikasi ini hukumnya haram. Meskipun demikian, ada sebagian 
fuqada yang membolehkannya. Akan tetapi, apabila dalam pemberian 
gratifikasi itu tidak ada syarat apa pun dan dilakukan setelah urusan selesai, 
gratifikasi itu hukumnya halal, baik bagi pemberi maupun penerima. 
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b) Apabila syarat tidak dinyatakan secara jelas, tetapi gratifikasi tetap diberikan 
oleh seseorang kepada orang lain agar ia  mendapat fasilitas dari penguasa, 
dalam kasus ini fuqada berselisih pendapat.Fuqada pada umumnya 
berpendapat bahwa apabila tidak ada tradisi saling memberi dan menerima 
hadiah, hukumnya makruh. Akan tetapi, jika ada tradisi saling memberi dan 
menerima hadiah, dalam hal ini hadiah dianggap sebagai sesuatu yang baik 
karena terjadi dalam konteks membalas kebaikan dengan kebaikan. 
3) Gratifikasi dalam bentuk pemberian hadiah oleh seseorang kepada 
penguasa agar kebijakannya sesuai dengan yang diinginkan si pemberi. 
Ulama sepakat bahwa gratifikasi jenis ini hukumnya haram dan semua 
pihak yang terlibat dilaknat sebagaimana dinyatakan dalam hadist. 
Dari keempat macam gratifikasi di atas, penulis berpendapat bahwa 
gratifikasi jenis pertama dan kedua yang halal dilakukan. Sementara itu, jenis 
ketiga dan keempat masuk ke dalam kategori risywah yang pelakunya dilaknat 
oleh Allah swt.7 
4. Klasifikasi Risywah 
Risywah merupakan suap, sogok, atau yang disebut dalam UU No. 31 
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 12 b disebut 
dengan gratifikasi, ada yang disepakati haram dan ada yang disepakati halal 
hukumnya oleh para ulama. Risywah yang disepakati haram oleh para ulama 
adalah risywah yang dilakukan dengan tujuan untuk membenarkan yang salah dan 
menyalahkan yang benar. Dengan kata lain, suap yang haram adalah suap yang 
akibatnya mengalahkan pihak yang mestinya menang dan memenangkan pihak 
yang mestinya kalah. Sedangkan suap yang dinyatakan oleh mayoritas ulama halal 
                                                 
7M. Nurul Irfan, Gratifikasi dan Kriminal Seksual dalam Hukum Pidana Islam (Jakarta: 
Amzah, 2014), h. 44-46. 
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adalah suap yang dilakukan dengan tujuan untuk menuntut atau memperjuangkan 
hak yang mestinya diterima oleh pemberi suap (al-rasyi) atau untuk menolak 
kemudaratan, kezaliman, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pihak pemberi 
suap tersebut. 
Pembagian dua jenis suap yang haram dan halal ini tidak secara eksplisit 
bisa ditemukan dalam berbagai uraian para ulama sebab haram atau halalnya suap 
sangat tergantung pada niat dan motivasi penyuap ketika memberikan suapnya 
sehingga ada yang dianggap halal bagi penyuap tetapi haram bagi petugas, 
pegawai, atau hakim sebagai pihak penerima (al-akhidz). Di antara ulama yang 
menjelaskan secara detail persolan ini adalah Ibnu Taimiyyah.  
Ibnu Taimiyyah menjelaskan tentang alasan mengapa ada satu jenis suap 
yang dianggap halal bagi pihak pemberi dan haram bagi penerima suap. Dalam 
beberapa referensi syarah hadist dan buku-buku fiqhi, alasan atau dalil ini tidak 
penulis temukan. Akan tetapi, Ibnu Taimiyyah dalam Majmu’ Fatawa-nya 
mengutip sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa 
Rasulullah pernah memberikan sejumlah uang kepada orang yang selalu meminta-
minta kepada beliau. 
Atas dasar hadist ini, muncul pendapat tentang adanya salah satu bentuk 
suap yang bisa dibenarkan, yaitu suap yang dilakukan oleh seseorang dengan  
tujuan agar bisa memperoleh hak yang mestinya ia terima, atau dalam rangka 
menolak kemudarata, ketidakadilan, dan kezaliman yang mengancam atau 
mengganggu diri pelaku.8 
Menurut hukum pidana Islam, gratifikasi disebut dengan risywah, suap, 
atau sogok. Ulama berbeda pendapat mengenai gratifikasi. Ada yang 
                                                 
8M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam (Jakarta: Amzah, 2014), h. 100-
102. 
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berpendapatharam dan ada pula yang berpendapat halal. Ulama menyatakan 
bahwa gratifikasi yang haram adalah menyuap untuk membenarkan yang salah 
dan menyalahkan yang benar. Sementara itu, ulama menyatakan bahwa gratifikasi 
yang halal adalah menyuap untuk memperjuangkan hak yang seharusnya diterima 
oleh si pemberi uang atau untuk menolak kemudaratan.  
Pembagian dua jenis gratifikasi yang haram dan halal ini memang tidak 
secara  eksplisit dapat ditemukan dalam berbagai kitab karya sejumlah ulama. Hal 
itu karena haram atau halalnya gratifikasi sangat tergantung pada niat dan 
motivasi si pemberi.9 
5. Sanksi Hukum bagi Pelaku Risywah  
Sanksi hukum bagi pelaku risywah, tampaknya tidak jauh berbeda dengan 
sanksi hukum bagi pelaku ghulul, yaitu hukum takzir sebab keduanya tidak 
termasuk dalam ranah qisas dan hudud. Dalam hal ini, Abdullah Muhsin al-
Thariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum pelaku tindak pidana suap tidak 
disebutkan secara jelas oleh syariat (Alqur’an dan hadist), mengingat sanksi 
tindak pidana risywah masuk dalam kategori sanksi-sanksi takzir yang 
kompetensinya ada ditangan hakim. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai 
dengan kaidah-kaidah hukum islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara 
stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus 
disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan 
lingkungan di mana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi 
yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan. 
Al-Thariqi menjelaskan bahwa sanksi takzir bagi pelaku jarimah/tindak 
pidana risywah merupakan konsekuensi dari sikap melawan hukum Islam dan 
                                                 
9M. Nurul Irfan, Gratifikasi dan Kriminal Seksual dalam Hukum Pidana Islam (Jakarta: 
Amzah, 2014), h. 40. 
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sebagai konsekuensi dari sikap menentang atau bermaksiat kepada Allah. Oleh 
karena itu, harus diberi sanksi tegas yang sesuai dan mengandung (unsur yang 
bertujuan) untuk menyelamatkan orang banyak dari kejahatan para pelaku tindak 
pidana, membersihkan masyarakat dari para penjahat, lebih-lebih budaya suap-
menyuap termasuk salah satu kemungkaran yang harus diberantas dari sebuah 
komunitas masyarakat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahua’laihi wasallam, 
“kalian melihat Barang siapa di antara kemungkaran maka ubahlah kemungkaran 
itu dengan tangannya.”(HR.Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa’i, dan Ahmad). 
Mencegah kemungkaran dengan tangan sebagaimana perintah dalam hadist pada 
dasarnya merupakan tugas pemerintah dan instansi yang berwenang untuk 
mencegah kemungkaran tersebut. 
Al-Thariqi memiliki pengertian yang sangat logis, yaitu bahwa 
kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dimasyarakat, apalagi kemungkaran 
kolektif seperti problem suap-menyuap merupakan salah satu bentuk korupsi di 
Indonesia, harus ditangani langsung oleh pemerintah dan bekerja sama dengan 
semua komponen bangsa. Sebab, tidak mungkin individu-individu tertentu akan 
berusaha memberantas tradisi korupsi yang terjadi di hampir semua lini dan sektor 
kehidupan ini. Upaya pemerintah selama ini bukan hanya di masa reformasi 
bahkan sejak era Orde lama dan Orde baru berbagai peraturan dan sederet 
undang-undang telah bermunculan untuk berupaya memberantas korupsi, tetapi 
seperti yang dilihat hasilnya masih belum memuaskan. 
Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk 
menanggulangi dan memberantas korupsi di negeri ini sudah jauh lebih baik dan 
ideal bila dibandingkan dengan konsep yang masih merupakan doktrin hukum 
yang terdapat dalam kitab-kitab fiqhi. Berbagai peraturan perundang-undangan 
merupakan bentuk konkret dari konsep takzir yang ditawarkan oleh fiqhi jinayah, 
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yaitu sebuah sanksi hukum yang tidak dijelaskan secara tegas mengenai jenis dan 
teknis serta tata cara pelaksanaannya oleh Al-qur’an danhadist Rasulullah, 
melainkan diserahkan kepada pemerintah dan hakim setempat.10 
B. Sistem Pemerintahan 
1. Pengertian Sistem Pemerintahan 
Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri 
dari fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif yang saling berhubungan, 
bekerja sama dan mempengaruhi satu sama lain,11 
Bentuk sistem pemerintahan ada 3 macam yaitu : 
a. Bentuk pemerintahan dimana adanya hubungan yang erat antara Eksekutif 
dengan Parlementer. Eksekutif dan Parlementer terjantung satu dengan yang 
lainnya, eksekutif yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh 
Parlemen dari partai atau organisasi yang mayoritas di parlemen. 
b. Bentuk pemerintahan dimana ada pemisahan yang tegas antara badan 
legislatif (parlemen) dengan Eksekutif dan juga dengan badan yudikatif. 
Menurut bentuk pemerintahan seperti ini presiden sebagai kepala Negara 
sekaligus menjadi kepala Eksekutif, presiden bukan dipilih oleh parlemen 
tetapi presiden beserta parlemen sama-sama dipilih secara langsung oleh 
rakyat melalui pemilihan umum. Karena itu presiden tidak bertanggung 
jawab kepada parlemen sehingga presiden dan kabinetnya tidak dapat 
dijatuhkan oleh parlemen. Sebaliknya presiden pun tidak dapat 
membubarkan parlemen, kedua lembaga ini melaksanakan tugasnya sesuai 
dengan ketentuan konstitusi dan berakhir pada masa jabatannya. 
                                                 
10M. Nurul Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 103-
105. 
11M. Iwan Satriawan,dan Siti Khoriah, Ilmu Negara (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 
2016), h. 95. 
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c. Bentuk pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap 
badan legislatif atau legislatif atau swiss. Dalam sistem parlemen ini tunduk 
kepada kontrol langsung dari rakyat.12 
2. Pengertian Pemerintahan 
Secara etimologi pemerintahan berasal dari dua kata sebagai berikut. 
a. Kata dasar perintah berarti, menyuruh. 
b. Penambahan awalan pe menjadi pemerintah berarti badan yang melakukan 
kekuasaan memerintah. 
c. Penambahan akhiran an menjadi pemerintahanberarti perbuatan, cara, hal, 
atau urusan dari badan yang memerintah tersebut. 
Dibeberapa negara, antara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan. 
Inggris menyebutkannya government dan Prancis menyebutnya gourvernment 
keduanya berasal dari perkataan Latin gubernacalum. Dalam bahasa Arab disebut 
hukumat, di Amerika serikat disebut dengan administration, sedangkan Belanda 
mengartikan regering sebagai penggunaan kekuasaan negara oleh yang 
berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijaksanaan. Hal itu dilakukan 
dalam rangka mewujudkan tujuan negara, dan sebagai penguasa menetapkan 
perintah-perintah. 
Regen digunakan untuk pemerintahan pada tingkat nasional atau pusat. 
Bestuur diartikan keseluruhan badan pemerintahan dan kegiatannya langsung 
berhubungan dengan usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dikenal istilah binnenlandsberstuurs 
(pemerintahan dalam negeri) dan algemeensbestuurs dients (pemerintahan umum 
atau pemerintahan pusat yang merupakan korps pamong praja). 
                                                 
12Abu Daud Busroh, Ilmu Negara (Jakarta: Bumi Aksara 2016), h. 62-63. 
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Menurut C.F Strong dalam bukunya modern political constitution, 
pemerintah mesti memiliki kekuasaan militer, legislatif, dan keuangan. Disamping 
C.F Strong juga diilhami oleh teori Montesquieu (trias politica), yaitu kekuasaan 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 
Menurut Samuel Edward Finer dalam bukunya yang terkenal Comparative 
Government,menyatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan yang 
terus-menerus(process), harus mempunyai negara tempat kegiatan itu berlangsung 
(state), mempunyai pejabat memerintah (the duty) dan mempunyai cara, metode 
serta sistem (manner, methode, and system) terhadap rakyatnya. 
 Menurut Soemendar sebagai badan yang penting (the important body) 
dalam rangka pemerintahannya, pemerintah harus memperhatikan ketenteraman 
dan ketertiban umum, tuntutan, dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan 
kepentingan masyarakat, pengaruh lingkungan, pengaturan, komunikasi, peran 
serta legitimasi. 
R.M.Mac Iver mengakui studi pemerintahan sudah tua umurnya, yaitu 
sejak Tiongkok, Hindu, dan Yunani Kuno sudah diajarkan praktik-praktik dan 
ajaran tentang pemerintah. Hanya Mac Iver mempertanyakan apakah dapat 
disebut suatu ilmu karena pemerintahan dianggap sebagai mitos yang berubah-
ubah. Pemerintahan menurut beliau sebagai suatu organisasi dari orang-orang 
yang mempunyai kekuasaan ( goverment is the organization of men under 
authority ). 
 Ilmu, Mac Iver meragukan apakah ilmu pemerintahan tentang bagaimana 
manusia diperintah ( a science of how men are governed ) atau dengan kata lain 
bagaimana manusia itu bisa diperintah ( how men can be governed ). Kemudian 
Mac Iver melihat bagaimana Machiavelli menganjurkan para penguasa 
mengombinasikan kelicikan (cunnimg) dengan sikap tidak  mengenal belas 
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kasihan. Dari hal ini Iver menganggap bahwa pemerintahan hanyalah suatu sini 
saja. 
G.A. Van Poelje mendefinisikan ilmu pemerintahan adalah bagaimana 
dinas umum (openbaredienst), disusun, dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.13 
 Berdasarkan sifat hubungan antara organ-organ yang diserahi kekuasaan 
yang ada di dalam negara itu, khususnya berdasarkan sifat hubungan badan 
legislatif dengan badan eksekutif, maka sistem pemerintahan di dalam negara 
yang mengadakan atau menyelenggarakan sistem pemisahan kekuasaan itu, 
didapatkan adanya tiga macam sistem pemerintahan yaitu : 
a. Negara dengan sistem pemerintahan presidensial 
b. Negara dengan sistem pemerintahan parlementer 
c. Negara dengan sistem pemerintahan badan pekerja, atau referendum 
Kalau sistem-sistem tersebut diatas kita hubungkan dengan demokrasi 
modern, kita akan mendapat tipe dari pada demokrasi modern itu sebagai berikut. 
a. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan 
sistem pemisahan kekuasaan secara tegas, atau sistem presidensial. 
b. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan 
sistem pemisahan kekuasaan, tetapi di antara badan-badan yang diserahi 
kekuasaan itu, terutama antara badan legislatif dengan badan eksekutif, ada 
hubungan yang bersifat timbal balik, dapat saling memengaruhi, atau sistem 
parlementer. 
c. Demokrasi, atau pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, dengan 
sistem pemisahan kekuasaan, dan dengan kontrol secara langsung dari rakyat 
yang disebut sistem referendum, atau sistem badan pekerja. 
                                                 
13Inu Kencana Syfi’ie, Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur’an (Jakarta: Yokykarta, 2004), h. 
4-5. 
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Persamaan dari ketiga tipe demokrasi modern tersebut di atas ialah bahwa 
pada ketiga tipe demokrasi modern tersebut kita dapatkan adanya perwakilan 
rakyat. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat serta fungsi badan 
perwakilan rakyat tersebut di dalam susunan negaranya.14 
3. Macam-macam Sistem Pemerintahan 
a. Sistem Pemerintahan Parlementer 
Dalam sistem ini dilakukan pengawasan terhadap eksekutif oleh legislatif. 
Jadi kekuasaan parlemen yang besar dimaksudkan untuk memberikan 
kesejahteraan yang lebih besar kepada rakyat maka pengawasan atas jalannya 
pemerintahan dilakukan oleh wakil rakyat yang duduk dalam parlemen. Sistem 
pemerintahan yang dapat dijadikan model untuk sistem pemerintahan parlementer 
ini adalah kerajaan Inggris. 
b. Sistem Pemerintahan Presidensial 
Dalam sistem ini, presiden memiliki kekuasaan yang kuat, sebagai kepala 
negara juga sebagai kepala pemerintahan yang mengetuai kabinet (dewan menteri-
menteri ). Untuk tidak menjurus ke arah diktatorisme maka diperlukan check dan 
balances antara lembaga tinggi negara, inilah yang disebut checking power with 
power. Sistem pemerintahan yang dijadikan model untuk sistem pemerintahan 
presidensial ini adalah Amerika Serikat. 
c. Sistem Pemerintahan Campuran   
Dalam sistem ini diusahan mencari hal-hal yang terbaik dari sistem 
parlementer dan presidensial. Sistem ini terbentuk dari mempelajari sejarah 
perjalanan pemerintahan suatu negara.Ada dua model sistem pemerintahan 
campuran, yaitu model Prancis kemudian Indonesia. 
d. Sistem Pemerintahan Kediktatoran proletariat 
                                                 
14Ni’matul Huda, Ilmu Negara (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), h. 252-253. 
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 Dalam sistem ini usaha pertama juga ditujukan untuk kemakmuran rakyat 
banyak (kaum proletar). Akan tetapi, kemudian rakyat banyak tersebut dihimpun 
dalam organisasi kepartaian (buruh, tani, pemuda, dan wanita) maka akhirnya 
menjadi dominasi partai tunggal yang mutlak, partai tunggal tersebut adalah 
komunis.15 
C. Instrumen dan Siyasah Syar’iyah 
1. Pengertian Instrumen Pemerintahan 
Instrumen pemerintahan yang dimaksud dalam hal ini adalah alat-alat atau 
sarana yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.16 
2.   Pengertian Siyasah Syar’iyah 
Al-Siyasah berarti siasat, pemerintahan, politik, dan mengatur. Sedangkan 
kata syar’iyah berarti yang sesuai dengan syarak. Jadi al-siyasah syar’iyah 
dapat diformulasikan sebagai politik hukum Islam, yaitu suatu upaya untuk 
mengaplikasikan hukum Islam sesuai konteks ruang dan waktu, sebagai 
kelanjutan dari sifat dan prinsip keadilan ajaran Islam.17 
a. Metode mempelajari Fiqh Siyasah 
Sebagaimana telah dijelaskan, penetapan siyasah tidak boleh 
bertentangan dengan dalil yang bersifat kulliy, memiliki nilai 
universal, sekalipun ia terikat oleh tarikan masa dan tempat tertentu. 
Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah metode yang dapat menyatuni 
masalah-masalah yang bersifat kondisional dan situasional, sekaligus 
tidak menafikan daya ikat dalil-dalil yang bersifat kulliy. Dengan kata 
                                                 
15Inu Kencana Syafi’ie, Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur’an (Jakarta: Yokykarta,2004), h. 
102-106. 
16Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 125. 
17Lomba Sultan, Sistem Peradilan Khilafah Umar Bin Abdul Aziz dan Penerapannya di 
Indonesia, h. 69. 
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lain, di pihak yang satu mampu menyelesaikan masalah insaniyah dan 
pihak yang lain mampu menyesuaikan dengan nilai uluhiyah. 
 Metode yang digunakan untuk mempelajari fiqh siyasah tidak 
berbeda dengan metode yang dipakai dalam mempelajari fiqh lain, 
semisal fiqh munakahat dan fiqh mawarist. Dalam kaitan ini, 
digunakan ‘iln ushul al-fiqh dan qawa’id al-fiqh. Dibandingkan dengan 
fiqh-fiqh yang disebutkan diatas penggunaaan metode ini dalam fiqh 
Siyasah terasa lebih penting, alasannya masalah siyasah tidak diatur 
secara terperinci oleh syariat Al-Qur’an dan Hadist. 
 Ada empat bidang Fiqh Siyasah yang harus dipelajari. 1) Fikih 
Siyasah Dusturiyah yang mencakup persoalan dan ruang lingkup 
pembahasannya masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannya, 
rakyat status dan hak-haknya, bait, waliyul ahdi, perwakilan, ahlul halli 
wal aqdi dan wazarah. 2) Fikih Siyasah Maliyah yang meliputi 
pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, sumber-sumber 
perbendaharaan negara, sebab-sebab para fuqada tidak memberikan 
perhatian khusus terhadap persoalan maliyah negara, masalah pajak, 
dan baitul mal dan fungsinya. 3) Fikih Siyasah dauliyah meliputi 
pengertian dan ruang lingkup bahasannya, persoalan intenasional, 
territorial, nasionality dalam fikih Islam, pembagian dunia menurut 
fikih Islam, masalah penyerahan penjahat, masalah pengasingan dan 
pengusiran, perwakilan asing, tamu-tamu negara, orang-orang dzimi, 
masalah perbedaan agama, hubungan muslim dengan non-muslim 
dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, 
dalam pidana hudud dan dalam pidana qishash. 4) Fikih Siyasah 
Harbiyah meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, arti, 
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tujuan dan macam-macam peperangan dalam Islam, kaidah-kaidah 
peperangan dalam Islam, masalah mobilisasi umum, hak-hak dan 
jaminan keamanan serta perlakuan dalam peperangan, tawanan perang, 
harta peperangan, dan mengakhiri peperangan menuju perdamaian.18 
Siyasah terbagi atas : 
1) Siyasah Wadha’iyah adalah siyasah yang didasarkan pada adat 
istiadat dan pemahaman manusia, serta oleh hasil pemikiran 
manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. 
2) Siyasah Syar’iyyah adalah siyasah yang didasarkan pada pemikiran 
manusia yang bersumber pada etika moral berdasarkan syariah 
dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
18J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 1997), h. 41. 
19J. Suyuti Pulungan, fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 1997), h.39. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan (field research). 
Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data yang diperoleh dari 
informan di lapangan untuk menemukan berbagai fakta atau fenomena-fenomena 
sosial, kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan teorisasi berdasarkan 
apa yang diamati.1 
2. Lokasi Penelitian  
Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan berupa penelitian kualitatif 
lapangan, maka penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Makassar. Adapun 
alasan peneliti memilih tempat tersebut karena penulis bisa mendapat data dan 
informasi terkait judul penelitian. 
B. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang 
bahasa yang diharapkan mampu memberikan kejelasan uraian dari suatu subtansi 
karya ilmiah.2 
Berdasarkan judul penelitian maka peneliti menggunakan tiga pendekatan 
sebagai berikut: 
1. Pendekatan Perundang-undangan (statule approach) 
                                                 
1M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Pranada Media Group, 2007), h. 6. 
2Made Pasek Dianths, Metode Penelitian Hukum Normatif. Dalam Justifikasi Teori 
Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 156. 
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Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang 
mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai 
bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. 
2. Pendekatan Kasus (Case Approach) 
Pendekatan kasus merupakan salah satu jenis pendekatan yang mencoba 
membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi 
dilapangan. 
3. Pendekatan Teologis Normatif 
Pendekatan teologis merupakan pendekatan yang bersumber dari   
ketentuan Tuhan dan perintah-Nya.Pendekatan ini sering dirangkaikan dengan 
keagamaan yang berlandaskan dari sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an 
dan Hadits. 
C. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu sebagai 
berikut: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.Sumber 
data utama ini didapat melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait 
dengan masalah yang diteliti, yaitu hakim, panitera, danpegawai instansi 
pemerintahan. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, 
hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.3 Selain itu sumber data ini 
                                                 
3Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris 
(Depok: Prenada Media Group,  2018),  h. 173. 
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diperoleh dari undang-undang, internet, serta sumber lain yang dianggap relevan 
dengan penelitian. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Sehubungan dengan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu 
penelitian kualitatif lapangan dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke 
objek penelitian yaitu Pengadilan Negeri Makassar. Adapun metode pengumpulan 
data yang dilakukan peneliti ada dua yaitu studi wawancara atau interview dan 
dokumen atau bahan pustaka 
1. Studi Dokumen (Bahan Pustaka) 
Studi dokumen merupakan langka awal dari setiap penelitian hukum (baik 
normatif maupu yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari 
premis normatif.Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-
bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 
hukum tersier. 
2. Wawancara (Interview) 
Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (face to 
face), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang 
dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah 
penelitian kepada seorang informan.4 
E. Instrumen Penelitian 
Pada bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat yang digunakan dalam 
pengumpulan data yang disesuaikan berdasarkan jenis penelitian berupa:  
1. Pedoman Wawancara 
                                                 
4Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2004), h. 65. 
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Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan 
wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan 
berupa daftar pertanyaan. 
2. Alat Tulis  
Alat tulis berfungsi untuk mencatat dan menulis semua jawaban informan 
berdasarkan jawaban atas pertayaan yang diberikan. 
3. Handphone 
Handphone yaitu alat yang dapat digunakan untuk mengambil gambar dan 
merekam suara selama wawancara berlangsung. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data 
Dalam penulisan ini, data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik 
secara primer maupun sekuder lalu dibagi kemudian dijelaskan dan disusun secara 
sistematis. Setelah semua data terkumpul berupa bahan mentah, maka pengolahan 
data selanjutnya dengan metode editing. Editing adalah kegiatan pemeriksaan data 
yang telah terkumpul sebelumnya untuk melengkapi data-data yang masih kurang 
ataupun kosong, memperbaiki kesalahan atau ketidakjelasan data yang diperoleh. 
2. Analisis Data 
Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu 
teknik analisis data yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau 
lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kejadian atau fakta, 
keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung 
tetapi tidak digunakan untuk menggambarkan  atau menganalisis suatu hasil 
penelitian lebih luas. 
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G. Pengujian Keabsahan Data 
 Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan 
untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang 
mengatakan tidak ilmiah juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan 
dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. 
 Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 
dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data 
yang diperoleh. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung 
jawabkan sebagai penelitian ilmiah yang perlu dilakukan uji keabsahan data untuk 
memperoleh data yang benar. 
1. Perpanjangan Pengamatan 
Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas atau 
kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke 
lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang 
ditemui maupun sumber data yang lebih baru.Perpanjangan pengamatan berarti 
hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, 
semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh 
semakin banyak dan lengkap. 
Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian 
difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh.Data yang 
diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau 
masih tetap.Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah 
dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan 
pengamatan perlu diakhiri. 
 
 
 
39 
 
 
2. Meningkatkan Kecermatan dalam Penelitian 
Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka 
kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan 
baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara 
mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan 
disajikan sudah benar atau belum. 
Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara 
membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-
dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. 
Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat 
laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan smakin berkualitas. 
3. Triangulasi 
Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian 
kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 
berbagai waktu.Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 
pengumpulan data dan waktu. 
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BAB IV 
FENOMENA KASUS GRATIFIKASI OLEH BUPATI BARRU (STUDI 
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 603K/PID.SUS/2017) 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Pengadilan Negeri Makassar 
Kantor Pengadilan Negeri Makassar berada di jalan R.A.Kartini Nomor 
18/23, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi 
Sulawesi Selatan dan berada pada titik koordinat 119º 24' BT-5º 8' 90,7" LS. 
Adapun batas-batasnya sebagai berikut : 
• Sebelah utara berbatasan dengan Jln. Kartini; 
• Sebelah timur berbatasan dengan Jln. Sudirman; 
• Sebelah selatan berbatasan dengan Jln Ammanagappa; 
• Sebelah barat berbatasan dengan gedung kejaksaan negeri makassar. 
Menurut catatan sejarah, bangunan ini didirikan pada tahun 1915 dengan 
nama Raad van Justitia. Dahulu bangunan ini menghadap tiga jalan, yaitu Juliana 
Weg di utara (sekarang jalan Kartini), Hospital Weg di timur (sekarang jalan 
Sudirman), dan Justitia Laan di selatan (Sekarang Jalan Ammanagappa) 
(Asmunandar, 2008). 
Pada era pasca kemerdekaan nama kantor ini berganti menjadi Pengadilan 
Negeri Makassar dan nama ini pun yang tercantum dalam SK Penetapan BCB 
oleh Menbudpar tahun 2010. Saat ini, namanya berubah lagi menjadi Kantor 
Pengadilan Negeri Kelas 1a Khusus Makassar. 
Dahulu, bangunan ini terbagi menjadi dua fungsi yakni Raad van Justitia, 
merupakan pengadilan untuk orang-orang cina, dan orang pribumi keturunan 
bangsawan yang letaknya dibagian utara bangunan, dan Landraad yang 
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merupakan pengadilan untuk orang-orang Pribumi, Letaknya dibagian selatan 
bangunan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Makassar 
VISI 
"Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang 
Agung" 
MISI 
a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus 
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan 
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I 
A Khusus 
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d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar 
Kelas I A Khusus 
 
                        Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus 
Daftar Nama Hakim 
HAKIM AD HOC PHI : 
1.SIBALI,S.E. 
2. AJI, S.H. 
3. MUHAMMAD TASWIF, S.H. 
4. DARMAWATI, S.H. 
5. R. CHANDRAYANA F, S.H. 
6. ABDI PRIBADI RAHIM, S.H. 
HAKIM AD HOC TIPIKOR : 
1. ROSTANSAR, S.H. 
2. DR. ABDUR RAZAK, S.H., M.H. 
3. PAELORI, S.H. 
4. ANDI SYUKRI SYAHRIR SYAHRIR, S.H., M.H. 
5. ABDUL RAHIM SAIJE, S.H. 
6. AHMAD, S.H. 
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PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS 1A KHUSUS 
DAFTAR NAMA-NAMA HAKIM : 
1. Tito Suhud, S.H., M.H.      Ketua 
2. Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H.   Wakil Ketua 
3. Denny Lumban Tobing, S.H., M.H.  Hakim 
4. Teguh Sri Rahardjo, S.H., M.Hum.  Hakim 
5. Daniel Pratu, S.H.     Hakim 
6. Imam Supriyadi, S.H., M.H.   Hakim 
7. Rika Mona Pandegirot, S.H., M.H.  Hakim 
8. Widiarso, S.H.     Hakim 
9. Riyanto Aloysius, S.H.    Hakim 
10. Suratno, S.H., M.H.    Hakim 
11. Ni Putu Indayani, S.H., M.H.   Hakim 
12. Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum.  Hakim 
13. Harto Pancono, S.H., M.H   Hakim 
14. Darwis, S.H.     Hakim 
15. Muhammad Salam Giri Basuki, S.H.  Hakim 
16. Rusdiayanto Loleh, S.H., M.H.   Hakim 
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17. Basuki Wiyono, S.H., M.H   Hakim 
18. Aris Gunawan, S.H    Hakim 
19. Doddy Hendrasakti, S.H., M.H   Hakim 
20.Yamto Susena, S.H., M.H.   Hakim 
21. Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.H.  Hakim 
22. Neneng Pujadi, S.H., M.H.   Hakim 
23. Dr. Zulkifli, S.H., M.H.    Hakim 
24. Yasri, S.H.     Hakim 
 
B. Pandangan Masyarakat Barru Terhadap Kasus Gratifikasi yang 
diLakukan Oleh Bupati Barru Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 
603K/PID.SUS/2017 
Masyarakat  adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem 
semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar intraksi adalah 
individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Berbicara tentang 
pandangan masyarakat tentang kasus gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati 
Barru, penulis telah melakukan wawancara dengan masyarakat. 
Muhammad Sabit menuturkan : 
 
 Jadi tidak terbukti yang menjerat hanya itu selut bijie, anu ji itue 
yang namanya juga politik kejam toh, itukan semua sudah setingan 
sehingga wakilnya yang naik menggantikan jabatannya. Tuduhan 
pertamanya itukan itu dipelabuhan garongkong terus eee masalah 
distribusi toh, terus ada masalah penguasaan lahan juga, gratifikasi 
mobil alfar, itu mi alfar yang pertama toh, kan tidak terbukti, terus 
apa lagi itue, itu banyak sekali dulu itue yang ini tellupoji ini, itu 
patung di anu dialun-alune itu mi yang kasih masuk dia, kan yang 
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tim pronyakan yang anu dipenjara memang karena speknya tidak 
sama, itukan patung perunggukan tidak begitu speknya toh, itu 
yang menjerat diakan dari bosowa grup, saya bukan pendukungnya 
tapi nyata sekalikan, karena dia dulu dekat dengan vons PT Vons 
itu pabrik semen yang rivalnya bosowakan  vons, ini bagaimana ini 
Andi Idris dicekal ini supaya nda ikut diperiode keduanya, politik 
kalau inikan ada mi memang karena, tapi inikan namanya bupati 
kan ada teknis dibawahnya, yang tim pro mi itu toh yang dipenjara, 
yang begitu-begituan kan tidak sampai kesana berapa ji anunya ini 
itukan patung perunggukan berapa juta ji, tapi karena tidak tahu mi 
kebijakan atau bagaimana toh, itu yang begitu tidak terlalu menarik 
karena itu hukum itu di, artinyakan begini sama Islam, 
seumpamanya ada dalam alqur’an itu bahwa hukumnya haram kan 
banyak dalil toh banyak hadist jadi dia cari yang relefan dengan 
sesuai dengan hatinya toh, ini cocok karena yang relevan dengan 
anunya dia cari-cari, kalau dia baca baru dia ini nda, tapi dia 
berfikir baru dia cari hadist-hadist atau ayat-ayat yang relevan 
dengan dirinya. Yang diisukan dulu ada lahan ada sisanya disitu 
nda, tidak ada terbukti itu. Yang kasih dia itu kalau tidak salah tellu 
pujie, alfar itukan gratifikasinya itukan tidak masuk, padahal yang 
menguasai pelabuhan disana itukan anu, kedua juga dulu itu 
sewaktu ada ketua perusda disini toh yang di rekomendasikan itu 
sama LSM itu dari orang bosowa yang penggeraknya itu dari 
anggota dewan dulu itu dari tapi dia pernah karyawan dibosowa 
grup toh Andi Idris tidak mau dia itu untuk diangkat, tapi karena 
lewat negosiasi politik akhirnya itu yang muncul naik jadi ketua 
perusda Andi Idris tidak mau, karena kapan kalau dia itu yang naik 
ketua perusda perusahan daerahkan  dia semenah-menah itu dia ini 
dia pakai toh kan dia ada dasar hukumnya.1 
 
Menurut Muhammad Sabit bahwa kasus yang terjadi oleh Bupati 
Barru ada kaitannya dengan unsur politik, karena tuduhan-tuduhan yang 
dilimpahkan ke Andi Idris tidak ada yang terbukti, jelasnya. 
 
Hal yang serupa juga dituturkan oleh Imran : 
 
Saya tahu bahwa bupati Barru dipenjara, saya mendapatkan info 
melalui media massa dan cerita dari orang-orang, tapi saya kurang 
tahu apa penyebabnya dia bisa dipenjara, karena saya tidak terlalu 
mengikuti kasusnya karena tidak kepo ka saya toh. Tapi dia bilang 
temanku pak Bupati dipenjara karena Korupsi. Dan yang 
menggantikan jabatannya yaitu wakilnya ji, anu juga kalau diBarru 
sistem dinasti, keluarga-keluarganya ji yang mainkan proyek.2 
 
 
                                                 
1Muhammad Sabit, Wiraswasta, Wawancara, Barru, 12 Agustus 2019. 
2 Imran, Tenaga Pengajar, Wawancara, Barru, 12 Agustus 2019. 
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Hal yang serupa juga disampaikan oleh Caca : 
 
Tahulah bahwa Bupati Barru diberhentikan dan digantikan oleh 
wakilnya, saya mengetahuinya dari temanku ji juga, karena gara-
gara kasus korupsi katanya.3 
 
Lain halnya dengan Alif dia menuturkan bahwa : 
 
Tentang pencemaran lingkungan, itulah orang-orang yang 
pemikirannya terbelakang, tapi kalau wawasannya sempit baru 
ditawari dia bilang mi ai susah, tidak bisa ka, itu daerah yang 
terbelakang, yang tidak berkembang begitu,belum pi dia kerja 
sudah mengeluh mi, orang yang sempit wawasankan begitu, itu mi 
yang membuat kita miskin tapi orang Papua itu dipaksa itu 
dianunya karena kapan maju disana kelangsungannya freeport 
tidak ini, itukan kita dijajah disana lewat freeport, tapi yang dia 
jajah orang Papua dipaksa disana itu dicekoki semua kepala 
sukunya itu setiap bulan dapat santunan dari freeport, sehingga 
semua sistem pemerintahan menjadi sistem token, apa yang 
dibilang kepala adat itu, dipaksa itu kalau supaya orang-orang 
papua itu tidak maju, kalau dia maju dan cerdas tidak bisa, orang 
bisa berkembang itu maju kalau wawasannya luas yang bikin 
wawasan luas itukan pendidikan, bangku kuliah, bangku kuliah 
sebenarnya itukan cuman dasar.4 
 
Jadi dari hasil wawancara, pada umumnya masyarakat Barru mengetahui 
bahwa Bupati Pak Andi Idris Syukur  diberhentikan dari jabatannya dan 
digantikan oleh wakilnya, karena menjadi tersangka dan divonis hukuman 
penjara 4,6 tahun dan denda Rp 250.000.000. (dua ratus lima puluh juta). 
Atas kasus Tindak Pidana Gratifikasi dan Pencucian Uang. Namun masih 
banyak dari masyarakat Barru yang tidak mengetahui apa penyebab sehingga 
Bupati Barru dijahuhi hukuman penjara. Yang mereka ketahui bahwa Bupati 
Barru diberhentikan dari jabatannya karena kasus Korupsi pembuatan patung 
aluminium yang berapa diAlun-alun Kota Barru. 
                                                 
3 Caca, Mahasiswa, Wawancara, Barru, 12 Agustus 2019. 
4 Alif, Wiraswasta, Wawancara, Barru, 12 Agustus 2019. 
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 Tentang Gratifikasi apapun yang diterima oleh pegawai negeri dan 
penyelenggara negara dari pihak lain karena pekerjaannya, dan sekaligus 
berlawanan dengan pekerjaannya. 
1. Gratifikasi Jenis Suap, tolak kalau tidak bisa ditolak laporkan kepada 
unit pengendalian gratifikasi. 
2. Gratifikasi Dalam Kedinasan, boleh diterima dan harus dilaporkan. 
Berkaitan dengan pekerjaan dan jabatan : 
• Uang ucapan terima kasih 
• Uang yang berkaitan dengan pekerjaan 
• Fasilitas hiburan dan pariwisata yang tak relefan dengan 
penugasan dari instansi 
• Fasilitas transportasi, akomodasi, dan uang saku dari 
rekanan berdasarkan kebijaksanaan sepihak oleh 
pengundang 
• Fasilitas transfortasi, akomodasi, dan uang saku dari 
rekanan berdasarkan penugasan resmi dari instansi 
• Door prize, cinderamata dan sejenisnya yang diterima saat 
menjalankan penugasan resmi dari instansi 
3. Gratifikasi jenis pemberian yang boleh diterima dan tak harus 
dilaporkan. 
Belum tentu berkaitan dengan pekerjaan : 
• Diskon dan bonus pembelian yang berlaku untuk seluruh 
masyarakat atau untuk semua pegawai berdasarkan 
perjanjian resmi antar lembaga 
• Makanan dan minuman yang diterima oleh seluruh peserta 
dalam sebuah acara kedinasan 
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• Door prize dan sejenisnya yang berlaku untuk seluruh 
masyarakat 
 
Gratifikasi diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam pasal 12 b yang berbunyi: 
1) setiap  gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara 
dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan 
yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a.Yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. 
Pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap 
dilakukan oleh penerima gratifikasi. 
b.Yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 
pembuktian bahwa  gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut 
umum 
Rumusan korupsi dalam Pasal 12 B Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 
adalah rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada Undang-Undang No. 
20 Tahun 2001. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi 
menurut Pasal 12 B dan 12 C Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, harus 
memenuhi unsur-unsur : 
1.Pengawai negeri atau penyelenggara negara; 
2. Menerima gratifikasi (pemberian dalam arti kata luas); 
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3. Yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban 
atau tugasnya; 
4. Penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam 
jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. 
Berdasarkan batasan gratifikasi diatas, hampir dapat dipastikan semua 
Pengawai Negeri Sipil atau penyelenggara Negara di negeri telah melakukan dan 
atau menerima “Suap” selama ia melakukan tugas sebagai pelayanan publik. 
Namun menurut hemat penulis, tidak semua “Gratifikasi” yang  memenuhi unsur 
dapat diancam pidana sebagaimana disebut di atas. Sepanjang gratifikasi tersebut 
terjadi tidak bertentangan atau berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, 
sekalipun gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatannya baik sebagai 
pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, gratifikasi tersebut tidak 
memenuhi unsur dapat diancam dengan pidana. Karena unsur “berhubungan 
dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya” merupakan 
unsur yang integral atau satu kesatuan unsur yang tidak dapat dipisahkan . 
Jadi kata kunci pemberian suap dalam pengertian “gratifikasi” adalah jika 
gratifikasi itu terjadi yang bertentangan atau berlawanan dengan kewajiban dan 
tugasnya selaku pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara. Ancaman pidana 
suap dalam gratifikasi memang sangat diperlukan, karena tidak sedikit dari 
pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang menerima janji atau 
menawarkan janji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang 
berlawanan dengan kewajibannya atau tugas yang seharusnya dilakukannya 
sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Akan tetapi justifikasi 
terhadap yang namanya gratifikasi menurut penulis harus lebih ditafsirkan dengan 
ekstra hati-hati, karena ini menyangkut rasa keadilan yang hidup di masyarakat, 
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dengan kata lain gratifikasi yang dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana 
yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah gratifikasi yang berindikasi suap 
dengan maksud dan tujuan agar membenarkan yang salah dan menyalahkan yang 
benar.  
Abdur Razak menuturkan bahwa gratifikasi itu sering secara sederhana 
disebut sebagai pemberian uang lebih atau uang terima kasih. Sejumlah bentuk 
gratifikasi selain uang yang pernah diterima pejabat publik yaitu :5 
• Mobil Mewah 
• Tiket Gratis 
• Vocer Belanja 
• Hewan Peliharaan seperti Kuda 
• Pemberian rekanan melalui pihak ketiga 
• Penerimaan honor sebagai narasumber dalam suatu acara 
• Pemberian sumbangan atau hadiah pernikahan 
Jadi, apa yang dikatakan oleh Hakim Tipikor diatas sama contoh kasusnya 
Bupati Barru yang menyalah gunakan jabatannya dalam pembuatan Perizinan 
pertambangan dengan meminta sebuah Mobil mewah  Mitsubhisi Pajero Sport 
2.5D GLX. 
1. Pembuktian Terbalik 
 Sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu ketentuan khusus seperti 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi 
                                                 
5Abdul Razak, Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar 30 
Juli 2019. 
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dikenal 
adanya sistem pembuktian terbalik seperti yang diatur dalam pasal 37 yang tertulis 
: 
(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak 
melakukan tindak pidana korupsi. 
(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan 
tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai 
hal yang menguntungkan baginya. 
(3) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta 
bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap 
orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan 
perkara yang bersangkutan. 
(4) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang 
tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber perambahan 
kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk 
memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah 
melakukan tindak pidana korupsi. 
(5) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), dan (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan 
dakwaannya. 
Sistem pembuktian terbalik ini merupakan hal baru dan suatu terobosan 
dalam pembuktian suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi, sistem 
ini pada intinya memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk membuktikan 
bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan apabila terdakwa 
tidak mampu membuktikan asal-usul kekayaan yang dimilikinya atau yang diduga 
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sebagai hasil korupsi, maka dapat dikatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan 
tindak pidana korupsi. 
Disamping pembuktian terbalik yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga telah memuat 
ketentuan tentang sistem pembuktian terbalik untuk memberantas tindak pidana 
korupsi  yaitu yang memuat dalam pasal 17 yang menyebutkan bahwa : 
1. Hakim dapat memperkenankan terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan 
memberikan keterangan tentang pembuktian bahwa ia tidak bersalah melakukan 
tindak pidana korupsi. 
2. keterangan tentang pembuktian yang di kemukakan oleh terdakwa bahwa ia 
tidak bersalah seperti dimaksudkan dalam ayat (1) hanya dapat diperkenankan 
dalam hal : 
a. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan, bahwa perbuatan itu   
menurut keinsyafan yang wajar tidak merugikan keuangan atau 
perekonomian negara atau 
b. Apabila terdakwa menerangkan dalam pemeriksaan bahwa perbuatan itu 
dilakukan demi kepentingan umum. 
3. Dalam hal terdakwa dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti 
dimaksudkan dalam ayat (1), maka keterangan tersebut dipergunakan 
sebagai hal yang setidak-tidaknya menguntungkan baginya. Dalam hal 
demikian penuntut umum tetap mempunyai kewenangan untuk memberikan 
pembuktian yang berlawanan. 
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4. Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan tentang pembuktian seperti 
yang dimaksud dalam ayat (1), maka keterangan tersebut dipandang sebagai 
hal yang setidak-tidaknya merugikan baginya. Dalam hal demikian penuntut 
umum tetap diwajibkan memberikan pembuktian bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana korupsi. 
 Dengan adanya ketentuan tersebut membuktikan bahwa Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah 
menganut sistem pembuktian terbalik sebelum adanya undang-undang yang 
berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. 
2. Pembuktian oleh Penuntut Umum 
Pasal 12 B ayat (1) poin b menyatakan “yang nilainya kurang dari Rp. 
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut 
suap dilakukan oleh penuntut umum”. Sistem pembuktian yang diterapkan 
adalah sistem pembuktian biasa dimana beban pembuktian ditimpahkan kepada 
penuntut umum berdasarkan asas praduga tak bersalah. 
Abdul Rasak Hakim Tipikor menuturkan bahwa asas praduga tak bersalah 
diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 
Dalam penjelasan umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu : 
 “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut 
dan dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah 
sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya 
dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”6 
                                                 
6Abdur Razak, Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar 30 
Juli 2019. 
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            Dalam penjelasan pasal 12 B ayat (1) undang-undang nomor 20 Tahun 
2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah 
pemberian dalam arti luas, yakni pemberian uang, barang, rabat, (discount), 
komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan 
wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik 
yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan 
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik7 
 Gratifikasi sering disamakan dengan suap menyuap, akan tetapi 
terdapat perbedaan diantara kedua tindak pidana tersebut. Peraturan mengenai 
suap-menyuap dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam beberapa ketentuan, yakni 
Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 11, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 12 huruf c 
dan d serta Pasal 13. Salah satu perbedaan mendasarnya yaitu bahwa gratifikasi 
hanya memberikan hukuman kepada pihak yang memberikan sesuatu. Sedangkan 
suap-menyuap memberikan hukuman kepada pihak yang memberi maupun yang 
menerima suatu pemberian berupa suap. Sehingga baik suap maupun gratifikasi 
merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. 
 Hal ini diperjelas oleh Hakim Tipikor Pak Abdur Razak yang 
menuturkan bahwa gratifikasi sering diterima oleh para pegawai dan peyelenggara 
negara dalam hal menjalankan tugasnya baik itu disadari maupun tidak disadari 
oleh sang penerima gratifikasi dikarenakan sifat dari gratifikasi tersebut sebagai 
pemberian yang dilakukan oleh pegawai atau penyelenggara negara.8 
 Faktor yang menyebabkan gratifikasi  yaitu : 
                                                 
7M.nurul Irfan, Gratifikasi dan Kriminal Seksual dalam Hukum Pidana Islam (Jakarta: 
Amzah, 2014), h. 9. 
8Abdur Razak, Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar 30 
Juli 2019. 
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1. Faktor Internal 
a. Sifat Tamak/Rakus 
 Tidak mensyukuri apa yang ada dan merasa selalu kurang sehingga 
menyebabkan melakukan gratifikasi. 
b. Moral yang Kurang Baik 
 Ketika moral seseorang bermasalah atau kurang baik maka mudah 
melakukan tindak pidana korupsi. 
c. Gaya Hidup Yang Konsumtif 
 Perilaku konsumtif yang tidak dibarengi dengan pendapatan yang 
cukup. 
2. Faktor Eksternal 
a. Faktor Ekonomi 
  kurangnya gaji para aparatur negara sehingga ia melakukan 
Korupsi. 
3. Faktor Penegakan Hukum Yang Lemah 
  Hukum di Indonesia terkadang membuat kita menggelengkan 
kepala, sebab para penegak hukum belumlah  mencerminkan kualitas 
pribadi yang mumpuni dalam memberikan keadilan hukum bagi seluruh 
warga negara.   
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kasus Gratifikasi 
Hukum  perbuatan risywah disepakati oleh para ulama adalah haram, 
khususnya risywah yang terdapat didalamnya unsur membenarkan yang salah 
dan atau menyalahkan yang mestinya benar. Akan tetapi, para ulama 
menganggap halal sebuah bentuk suap yang dilakukan dalam rangka 
menuntut atau memperjuangkan hak yang mesti diterima oleh pihak pemberi 
suap atau dalam rangka menolak kezaliman, kemudaratan, dan ketidak adilan 
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yang dirasakan oleh pemberi suap. Penulis tetap menganggap bahwa dalam 
bentuk seperti ini suap tetap tidak baik dilakukan, apalagi dalam suasana 
bangsa Indonesia yang sedang berusaha keras memberantas praktik korupsi, 
kolusi, dan nepotisme, yang pengaruhnya sangat merusak seluruh tatanan 
kehidupan bangsa. Mirip dengan suap, sogok atau gratifikasi sebagai 
terjemahan dari risywah ini adalah hadiah. Oleh karena itu, hadiah merupakan 
salah satu jenis atau bentuk sogok, khususnya jika diberikan kepada pegawai, 
petugas, pejabat, dan hakim 
Menurut Hukum Islam istilah tindak pidana atau delik dapat disejajarkan 
dengan istilah jinayah atau jarimah yaitu larangan-larangan syara. Yang 
diancam oleh Allah dengan hukuman  had  atau ta’zir. Perbuatan jarimah 
bukan saja mengerjakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang oleh peraturan, 
tetapi dianggap juga sebagai jarimah kalau seseorang meninggalkan 
perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan. 
1. Klasifikasi Korupsi dalam Pandangan Hukum Islam 
Tindak pidana korupsi sejatinya adalah salah satu tindak pidana yang 
sudah cukup lama. Hal ini dapat ditelusuri melalui sejarah klasik Islam yaitu 
pada masa Rasulullah sebelum turunnya surat Ali Imran ayat 161. Saat itu, 
kaum muslimin kehilangan sehelai kain wol berwarna merah pasca perang. 
Kain wol yang sebagai harta rampasan perang itu pun diduga telah diambil 
sendiri oleh Rasulullah Saw. Untuk menghindari keresahan kalangan 
muslim saat itu. 
2. Sanksi Hukum dalam Hukum Islam 
Sanksi merupakan sesuatu yang sangat vital kedudukannya dalam rangka 
menegakan hukum karena sebuah produk hukum sehebat apapun tanpa 
adanya sanksi atau hukuman juga tidak memiliki kekuatan memaksa yang 
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sangat kuat kadang ditaati atau tidaknya suatu hukum atau peraturan 
tergantung dari berat ringannya sanksi yang ada, lebih khusus lagi 
tergantung pada ditegakkannya sanksi tersebut atau tidak. 
 Secara umum gratifikasi dalam hukum Islam lebih ditunjukkan 
sebagai tindakan kriminal yang secara prinsip bertentangan dengan moral 
dan etika keagamaan, karena itu tidak terdapat istilah yang tegas 
menyatakan istilah korupsi. Dengan demikian sanksi pidana atas tindak 
pidana korupsi adalah takzir, bentuk hukuman yang diputuskan 
berdasarkan kebijakan lembaga yang berwenang dalam suatu masyarakat. 
 Bila dilihat secara lebih lanjut, tindak pidana gratifikasi agak mirip 
dengan pencurian. Harta yang berada di bawah kekuasaan pelaku dalam 
saham yang ,masih dimungkinkan berada dalam harta yang dikorupsi, 
menjadikan delik gratifikasi memiliki unsur syubhat jika disebut sebagai 
tindak pidana pencurian. Karena hudud identik dengan perbuatan yang 
ancamannya yang besar, maka sanksi pidananya pun boleh dikatakan 
sangat berat. Dalam hal pencurian hukumannya adalah potong tangan. 
 Contoh Kasus gratifikasi yang terjadi pada masa rasulullah yaitu 
kasus petugas pemungut zakat di kampung Bani Sulaim, bernama Ibn al-
Lutbiyyah. Sekembalinya dari bertugas, Ibn al-Lutbiyyah melaporkan hasil 
penarikan zakat yang diperolehnya dan beberapa yang dia anggap sebagai 
hadiah untuknya (sebagai petugas). Ibnu al-Lutbiyyah berkata kepada 
Rasulullah saw “Ini adalah hasil pungutan zakat untukmu, dan ini hadiah 
untuk saya.” Mendengar laporan ini, Rasulullah saw bersabda, “jika kamu 
duduk saja di rumah bapak dan ibumu, apakah hadiah itu akan datang 
sendiri untuk kamu?” kemudian Rasulullah saw langsung naik mimbar 
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berpidato di hadapan orang banyak untuk memberitahu ke public tentang 
peristiwa ini. 
Analisa perbandingan terhadap hukum positif yang berlaku di 
Indonesia tentang pemberantasan korupsi dari pandangan Hukum Islam 
dilihat dari table dibawah ini : 
 
 
UU No. 31 Tahun 1999 Junto UU No. 
20 Tahun 2001 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi 
 
                  
                  Hukum Islam 
  
Murni Merugikan Keuangan Negara 
 
 
 
Khianat adalah tidak menepati amanah, 
ia merupakan sifat tercela, dan sifat 
khianat juga salah satu sifat orang-
orang munafiq, 
 sebagai mana sabda Rasulullah SAW. 
“bahwa tanda-tanda orang munafiq itu 
ada tiga, yaitu apabila berkata berdusta, 
apabila berjanji ingkar, apabila diberi 
amanah berkhianat.” Sariqah, orang 
yang mengambil sesuatu secara 
sembunyi-sembunyi dari tempat yang 
dilarang mengambil dari tempat 
tersebut. Jadi syarat sariqah harus ada 
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unsur mengambil yang bukan haknya, 
secara sembunyi-sembunyi, dan juga 
mengambil pada tempat yang 
semestinya. 
 
 
Suap 
 
Suap (risywah) berarti baru bulat yang 
jika dibungkamkan ke mulut seseorang 
ia tidak akan mampu berkata apapun. 
Jadi suap dapat membungkam 
seseorang dari berkata kebenaran. 
Menurut Idrahim an-Nakha’i, suap 
adalah suatu yang diberikan kepada 
seseorang untuk menghidupkan 
kebathilan atau untuk menghancurkan 
kebenaran. Suap dapat terjadi apabila 
terpenuhi unsur-unsurnya, yaitu 
pertama yang disuap (al-Murtasyi), 
kedua penyuap (al-Rasyi), ketiga suap 
(al-Risywah). Suap dilarang dan sangat 
dibenci dalam Islam karena perbuatan 
tersebut termasuk perbuatan yang 
bathil. 
 
 
Pemerasan 
 
Khianat adalah tidak menepati amanah, 
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ia merupakan sifat tercela dan termasuk 
ciri-ciri sifat dari orang-orang munafik, 
sebagaimana sabda Rasulullah SAW, 
bahwa tanda-tanda orang munafik ada 
tiga yaitu apabila berkata ia dusta, 
apabila berjanji ia ingkar, apabila diberi 
amanah ia khianat. 
 
 
Gratifikasi 
 
Ghulul adalah penyalahgunaan atau 
penghianatan jabatan. Dalam ajaran 
agama Islam, jabatan adalah amanah, 
oleh karena itu penyalahguanaan 
terhadap amanah hukumnya haram dan 
termasuk perbuatan tercela. Contoh 
perbuatan ghulul misalnya, menerimah 
hadiah, komisi, atau apapun namanya 
yang tidak halal dan tidak semestinya 
dia terima. 
 
Penyerobotan  
 
 
Khianat adalah salah satu sifat orang 
munafik yang disebutkan oleh 
Rasulullah SAW, bahwa tanda-tanda 
orang munafik itu ada tiga, yaitu 
apabila berkata ia dusta, apabila 
berjanji ia ingkar, apabila diberi 
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amanah ia berkhianat. Ungkapan 
khianat digunakan juga bagi seseorang 
yang melanggar atau  mengambil hak-
hak orang lain, dapat dalam berbentuk 
pembatalan sepihak perjanjian yang 
dibuatnya, khusus dalam masalah 
mu’amalah. Jarimah khianat terhadap 
amanah adalah berlaku untuk setiap 
harta bergerak baik jenis dan harganya 
sedikit maupun banyak. 
 
 
Percobahan, pembantuan dan 
permufakatan,  
 
 
 
Tindakan lainnya 
 
 
 
Dari table diatas menunjukkan bahwa Korupsi dalam hukum Islam seperti 
pencurian yang merupakan tindakan kriminal yang prinsip bertentangan dengan 
moral dan etika keagamaan, korupsi yang dimaksud dalam hukum Islam sama 
dengan korupsi menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, hanya saja yang 
membedakannya yaitu persoalan efektifitas dan validitasnya. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
Islam tidak mengenal istilah gratifikasi, namun Islam mengenal yang 
namanya pemberian dan hadiah. Bentuk pemberian dalam Islam dengan 
berbagai istilahnya tidak dapat dikatakan sebagai gratifikasi kecuali istilah 
tersebut mengandung unsur dan kriteria gratifikasi. Istilah dalam Islam 
yang mendekati tentang penjelasan mengenai gratifikasi dalam Islam 
adalah  risywah, suap atau sogok. Ketentuan mengenai gratifikasi 
dianggap tidak berjalan optimal, hal ini dikarenakan ketidaktahuan publik 
mengenai gratifikasi, apalagi jika ketentuan tersebut dibenturkan pada 
perbuatan menerima dan memberi yang menjadi kebiasaan dalam 
masyarakat. Ulama berbeda pendapat masalah risywah atau suap ada yang 
menghalalkan dan ada juga yang secara tegas mengharamkannya. Yang 
berpendapat bahwa risywah haram apabila terdapat unsur yang 
membenarkan yang salah dan menyalahkan yang mestinya benar. Sedang 
kan yang menganggap bahwa gratifikasi itu halal apabila suap yang 
dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan atau memperjuangkan hak 
yang mestinya diterima oleh pihak pemberi suap. Gratifikasi dinyatakan 
sebagai tindak pidana korupsi sejak adanya pengaturan di dalam UU 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 20 Tahun  
2001, meskipun pada sejarahnya gratifikasi secara tersirat sudah di atur di 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun terjadi 
perubahan hukum pidana khusus korupsi. 
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B. Implikasi Penelitian 
Terhadap uraian kesimpulan diatas, maka penulis mempunyai 
beberapa saran, yaitu : 
1. Bahwa seharusnya ada standar minimum dalam pelaporan gratifikasi, 
karena akan sangat merepotkan apabila kita harus melaporkan hal-hal yang 
bersifat pemberian demi harmonisasi budaya dan adat bermasyarakat. 
2. Setiap instansi pemerintahan seharusnya memiliki prosedur dalam 
mencegah gratifikasi, yang tegas dan konsisten agar setiap individu yang 
ada dalam instansi tersebut merasa bertanggung jawab dalam pencegahan 
maupun pemberantasan korupsi. 
3. Seharusnya pemerintah berupaya untuk mensosisalisasikan  dan 
penyuluhan hukum tentang pencegahan korupsi terutama mengenai 
Gratifikasi, dalam rangka untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, 
baik, dan bebas dari korupsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,Jakarta: 
PT. Raja Grafindo Persada, 2004. 
Anwar, Desi, kamus lengkap 1 Milliard Inggris-Indonesia Indonesia Inggris, 
Surabaya: Amelia, 2003. 
Bungin, M. Burhan, Penelitian Kualitatif,Jakarta: Pranada Media Group, 2007. 
Dianths, Made Pasek, Metode Penelitian Hukum Normatif. Dalam Justifikasi 
Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2017. 
 Djazuli H. A, Fiqh Siyasah Jakarta: Kencana, 2017. 
Firman Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK Jakarta: Sinar Grafika, 2013. 
 
Huda, Ni’matul,Ilmu Negara, Jakarta :Rajawali Pers,2015. 
Inu, Kencana Syfi’ie, Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur’an, Jakarta: Yokykarta, 
2004. 
Irfan, M. Nurul,Gratifikasi dan Kriminal Seksual dalam Hukum Pidana Islam, 
Jakarta: Amzah, 2014. 
Irfan, M.Nurul, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta: Amzah, 2014. 
Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum: Normatif dan 
EmpirisDepok: Prenada Media Group, 2018. 
J. Suyuti Pulungan, fiqh Siyasah ajaran, sejarah,dan Pemikiran (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 1997), h.39. 
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Bandung: Jamanatul Ali 
Art, 2015.” Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya 
Laporan Penerima Gratifikasi, vol. 19 no. 1 (April 2017). 
Sultan Lomba, Sistem Peradilan Khilafah Umar Bin Abdul Aziz dan 
Penerapannya di Indonesia, Jakarta: Alauddin University Press, 2011. 
Mauliddar, Nur,”Jurnal Ilmu Hukum,” Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi 
Terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi, vol. 19 no. 1 (April 2017). 
Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, 
Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara,1983. 
M. Iwan Satriawan, S.H., M.H dan Siti Khoriah, S.H., M.H, Ilmu Negara, Depok: 
PT Raja Grafindo Persada, 2016. 
Noviati, Cora Elly,”Jurnal Konstitusi,”Demokrasi dan Sistem pemerintahan, vol. 
10  no. 2, (Juni 2013). 
Ridwan Hr, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 
 Syafiie Inu Kencana, Ilmu Pemerintahan,Cet.1Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014. 
Saldi, Isra, Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya Model Legislasi 
Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 
2010. 
Sirajuddin, Sukriano Didik, dan Winardi, Hukum Pelayanan Publik berbasis 
Partisipasi dan Keterbukaan Informasi, Jakarta: Setara Press, 2012. 
Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT Grasindo, 2010. 
 
65 
 
 
W.J.S.poewadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Tiga, Pusat Bahasa 
Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
 
 
66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
Lokasi Penelitian Kabupaten Barru (Sulawesi Selatan), 11 Agustus 2019. 
 
  
 
 
Lokasi Kantor Bupati Barru, Tanggal 11 Agustus 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Bukti Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Muhammad Sabit sebagai 
Wiraswasta, 11 Agustus 2019 
 
 
 
  
 
Bukti Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Imran dan Ibu Ica selaku Guru SD 
Negeri Barru, 11 Agustus 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Bukti Dokumentasi Wawancara bersama Abdur Razak selaku Hakim Tipikor 
Pengadilan Negeri Makassar, 30 Juli 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Penulis skripsi yang berjudul “Fenomena Kasus Gratifikasi 
Oleh Bupati Barru (Studi Putusan Mahkamah Agung 
Nomor 603K/PID.SUS/2017)” memiliki nama lengkap 
Muhammad Gazali, Nim : 10200115124, anak keempat  dari 
lima bersaudara dari pasangan Adama dan Sumiati. 
Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di TK Idata, 
berlanjut ke SDN 1 Laloeha, setelah itu masuk ke MTsN 1 
Kolaka, sampai penulis lanjut ke MAN 1 Kolaka, dan setelah tamat melanjutkan 
kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui jalur UMM dan lulus 
di Fakultas Syari’ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 
(HPK) yang sekarang menjadi Hukum Tatanegara Siyasah Syar’iyyah (HTN), serta 
pernah bergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Cabor Bulutangkis. 
